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Abstrak
Ketahanan pangan nasional Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kian kompleks akibat 

krisis iklim, disrupsi geopolitik, ketimpangan logistik, dan lemahnya kelembagaan. Studi ini merumuskan 
model konseptual dan roadmap strategis ketahanan pangan berbasis empat dimensi FAO—ketersediaan, 
akses, pemanfaatan, dan stabilitas—yang diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem pangan Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur 
internasional untuk membangun kerangka integratif dan roadmap tiga tahapan (jangka pendek, menengah, 
dan panjang). Hasilnya, ditemukan bahwa reposisi kelembagaan Perum BULOG sebagai central food 
logistics agency merupakan syarat strategis untuk menjamin keterjangkauan, distribusi adil, dan respons 
sistemik terhadap krisis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola ketahanan pangan yang 
terintegrasi dan prediktif harus melibatkan sinergi antarsektor dan antarpulau dengan dukungan sistem 
digital berbasis data spasial. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun sistem 
pangan nasional yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: BULOG, ketahanan pangan, roadmap kebijakan, sistem logistik pangan, tata kelola kelembagaan

Abstract

Indonesia’s national food security system faces mounting structural challenges driven by climate crisis, 
geopolitical disruptions, logistical disparities, and institutional fragility. This study developed a conceptual 
model and strategic roadmap for national food security, based on the four FAO dimensions: availability, 
access, utilization, and stability, into an integrated framework contextualized for Indonesia. Employing a 
qualitative approach through document-based policy analysis and international literature review, the study 
developed a three-phase roadmap (short-term, medium-term, and long-term). The findings underscored 
the critical need to reposition Perum BULOG as a central food logistics agency to ensure food affordability, 
equitable distribution, and systemic responsiveness to crises. The study argued that predictive, data-driven, 
and institutionally coordinated food governance is essential to achieving a resilient and inclusive food 
system. Its contributions are both theoretical and practical, offering a framework for evidence-based policy 
and long-term sustainability in Indonesia’s food governance architecture.
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I.	 PENDAHULUAN

Ketahanan pangan telah menjadi isu strategis 
dalam pembangunan nasional Indonesia 

yang makin kompleks seiring meningkatnya 
tekanan global dan domestik. Krisis iklim, 
disrupsi rantai pasok akibat pandemi COVID-19, 
konflik geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina, 
serta volatilitas harga pangan internasional 
telah memperparah kerentanan sistem 
pangan, terutama di negara berkembang. 
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara 
kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, 

menghadapi tantangan struktural dalam 
menjamin ketersediaan dan keterjangkauan 
pangan secara berkelanjutan di seluruh wilayah, 
termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan 
tertinggal) (Prayitno et al., 2022; Supriatna & 
Lenz, 2022; Gibson et al., 2021). 

Data terkini dari FAO menunjukkan bahwa 
sekitar 19,9 juta penduduk Indonesia masih 
kekurangan gizi dan 13,6 juta mengalami 
kerawanan pangan sedang hingga kronis 
(FAOSTAT, 2025). Hal ini merupakan indikasi 
kegagalan sistemik dalam mewujudkan 
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sistem pangan yang tangguh dan inklusif. 
Permasalahan ini bukan hanya terkait aspek 
produksi, tetapi juga mencerminkan kelemahan 
dalam dimensi distribusi, tata kelola logistik, dan 
efektivitas kelembagaan. Ketergantungan pada 
impor pangan strategis, konversi lahan pertanian 
ke sektor non-pangan, serta rendahnya efisiensi 
logistik antar wilayah menandakan urgensi 
reformasi struktural pada seluruh subsistem 
pangan (Yunus et al., 2022; Ekayanta, 2022; 
Harjanti et al., 2024; Ningrum, 2019).

Salah satu aktor penting dalam tata 
kelola ketahanan pangan Indonesia adalah 
BULOG, yang secara historis berperan dalam 
stabilisasi harga dan pengelolaan cadangan 
pangan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, 
kapasitas BULOG dalam menjamin stabilitas 
pasokan dan harga pangan makin terbatas, 
seiring dengan tantangan fiskal dan rendahnya 
integrasi sistem logistik digital (Nasution, 2016). 

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa 
integrasi kelembagaan dan reformasi sistem 
logistik menjadi prasyarat untuk memperbaiki 
ketahanan pangan nasional secara 
berkelanjutan. Dalam literatur internasional, 
FAO telah mengembangkan kerangka empat 
dimensi ketahanan pangan: ketersediaan 
(availability), akses (access), pemanfaatan 
(utilization), dan stabilitas (stability), sebagai 
pendekatan holistik dalam menganalisis sistem 
pangan (Prawoto, 2023). Namun, adopsi 
pendekatan ini dalam konteks Indonesia masih 
terbatas dan cenderung bersifat sektoral. 
Banyak kajian hanya menekankan satu atau dua 
dimensi, tanpa mengintegrasikan keempatnya 
secara komprehensif dalam kebijakan 
dan implementasi. Selain itu, pendekatan 
kelembagaan yang menekankan koordinasi 
lintas aktor dan tata kelola berbasis data belum 
menjadi arus utama dalam perencanaan pangan 
nasional (Suryana, 2021; Sihombing, 2023; 
Menéndez, 2025; Dalimunthe et al., 2024).

Kesenjangan antara pendekatan konseptual 
dan implementasi kebijakan makin tampak dalam 
ketiadaan roadmap nasional yang operasional, 
adaptif, dan berbasis data. Hal tersebut terlihat 
dari rencana strategis yang ada sering kali 
bersifat makro dan tidak responsif terhadap 
dinamika lokal seperti perubahan iklim, geografi 
kepulauan, dan fluktuasi pasar global (Syaifudin, 

2022; Andrianti et al., 2024; Dermoredjo et al., 
2024). Pembangunan ketahanan pangan di 
Indonesia memerlukan pendekatan terpadu 
yang tidak hanya menitikberatkan pada 
aspek produksi (ketersediaan), tetapi juga 
mencakup akses, pemanfaatan, dan stabilitas 
sebagaimana diuraikan oleh kerangka FAO. 
Dalam konteks nasional, tantangan ketahanan 
pangan diperparah oleh lemahnya koordinasi 
antar-kelembagaan, ketimpangan spasial, 
serta kerentanan terhadap krisis baik global 
maupun domestik. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya untuk merumuskan model konseptual 
yang integratif dan roadmap strategis yang 
implementatif, yang mampu memadukan 
dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan secara 
menyeluruh.

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini 
bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan 
utama: (1) Bagaimana membangun model 
konseptual ketahanan pangan Indonesia 
yang integratif dan berbasis kelembagaan? 
(2) Bagaimana melakukan reposisi strategis 
terhadap peran Perum BULOG dalam sistem 
ketahanan pangan nasional, agar mampu 
menjawab tantangan distribusi, stabilisasi, dan 
keterjangkauan pangan secara lebih efektif?

Dalam konteks penelitian ini, istilah reposisi 
tidak dimaksudkan sebagai koreksi atas posisi 
kelembagaan yang keliru, melainkan sebagai 
bentuk transformasi struktural dan perluasan 
fungsi strategis BULOG dalam menghadapi 
kompleksitas baru sistem pangan nasional. 
Transformasi ini mencakup pergeseran 
dari peran teknis (sekadar distribusi beras) 
menjadi aktor kelembagaan yang mengelola 
sistem logistik pangan multikomoditas secara 
terintegrasi dan berbasis data. 

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan 
(novelty) ilmiah yang signifikan. Pertama, 
penelitian ini mengintegrasikan kerangka 
empat dimensi ketahanan pangan FAO ke 
dalam konteks nasional Indonesia secara 
holistik, sehingga mampu memetakan interaksi 
subsistem pangan secara komprehensif dan 
kontekstual. Kedua, penyusunan roadmap 
strategis dalam tiga tahapan waktu (jangka 
pendek, menengah, panjang) yang adaptif dan 
aplikatif, dilengkapi dengan rincian program, 
aktor, serta fokus kebijakan, menawarkan 
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kontribusi praktis yang jarang ditemukan pada 
studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat 
konseptual. Ketiga, penelitian ini menawarkan 
reposisi kelembagaan Perum BULOG sebagai 
central food logistics agency yang berperan 
strategis tidak hanya pada stabilisasi harga, 
tetapi juga pada penguatan sistem logistik 
pangan nasional yang terintegrasi, prediktif, 
dan berkelanjutan. Dengan ketiga kontribusi 
tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi 
celah dalam literatur ketahanan pangan nasional 
dan sekaligus mendukung penguatan kebijakan 
pangan berbasis bukti (evidence-based policy) 
di Indonesia.

Penulis memulai dengan menggunakan 
kerangka konseptual empat dimensi ketahanan 
pangan FAO sebagai dasar analitis untuk 
memetakan kondisi dan tantangan subsistem 
pangan Indonesia. Selanjutnya, kerangka ini 
dikaitkan dengan peran aktor utama, yaitu 
BULOG yang kemudian disintesiskan ke dalam 
roadmap strategis terdiri atas tiga tahap, yaitu 
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 
panjang). Dengan demikian, alur pemikiran 
dalam penelitian ini bergerak dari identifikasi 
tantangan dan ketimpangan subsistem pangan, 
pemetaan peran aktor kunci, hingga perumusan 
strategi implementatif yang kontekstual dan 
berbasis data. Roadmap yang dihasilkan 
diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan 
yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 
aplikatif dan adaptif terhadap dinamika nasional 
maupun global. Keseluruhan alur pemikiran 

ini mendasari rancangan strategi ketahanan 
pangan nasional yang inklusif, resilien, dan 
berkelanjutan (Gambar 1).

II.	 METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif-deskriptif untuk merumuskan strategi 
ketahanan pangan nasional melalui integrasi 
model konseptual dan roadmap kebijakan 
yang aplikatif. Pendekatan ini dipilih karena 
isu ketahanan pangan bersifat kompleks, 
multidimensi, serta melibatkan interaksi berbagai 
aspek, yaitu sosial, ekonomi, kelembagaan, dan 
politik. Oleh karena itu, analisis tidak hanya 
bertumpu pada data kuantitatif, tetapi juga 
memerlukan pemahaman mendalam terhadap 
konteks dan makna yang terkandung dalam 
berbagai dokumen dan kebijakan (Kalu, 2017; 
Viona et al., 2025; Clapp et al., 2022; Leeuwis 
et al., 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan kombinasi antara kajian pustaka 
(literature review) dan analisis dokumen 
kebijakan (policy document analysis). Kajian 
pustaka dilakukan terhadap publikasi akademik, 
laporan lembaga internasional, dan dokumen 
resmi pemerintah yang relevan dalam rentang 
waktu 2015–2025. Literatur dipilih berdasarkan 
kriteria: (1) relevan dengan isu ketahanan pangan, 
sistem logistik pangan, dan peran kelembagaan 
BULOG; (2) diterbitkan dalam kurun sepuluh 
tahun terakhir untuk mencerminkan dinamika 
kontemporer; serta (3) bersumber dari referensi 
primer, seperti jurnal bereputasi internasional 
(misalnya terindeks Scopus), laporan organisasi 
internasional (FAO, IFPRI, Bank Dunia), 
serta kebijakan nasional (RPJMN, Peraturan 
Presiden, laporan kementerian).

Secara keseluruhan, terdapat 75 dokumen 
yang ditelaah, meliputi artikel jurnal ilmiah, 
dokumen kebijakan nasional, dan laporan 
lembaga internasional. Pemilihan dilakukan 
melalui penelusuran basis data elektronik seperti 
Scopus, Web of Science, dan Google Scholar 
dengan kata kunci “food security,” “BULOG,” 
“agricultural policy,” dan “food system Indonesia.” 
Selain itu, teknik snowballing digunakan untuk 
memperoleh referensi tambahan yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis isi tematik interpretatif (interpretative 
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Gambar 1. Alur Pemikiran
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thematic content analysis), yaitu pendekatan 
yang memadukan identifikasi tema (thematic 
coding) dengan interpretasi mendalam atas 
makna yang terkandung dalam teks dokumen 
dan literatur. Proses analisis diawali dengan 
tahap initial coding untuk menandai tema utama, 
kemudian dilakukan kategorisasi berdasarkan 
empat dimensi ketahanan pangan FAO, yaitu 
availability, access, utilization, dan stability. 
Pada tahap selanjutnya, dilakukan interpretasi 
terhadap konteks kebijakan dan kelembagaan 
untuk menggali relasi fungsional antaraktor 
serta implikasi kebijakannya.

Pendekatan ini mengadopsi prinsip 
hermeneutika interpretatif yang menekankan 
pentingnya pemahaman terhadap konteks dan 
makna di balik teks, sekaligus memperhatikan 
dinamika historis dan kelembagaan yang 
memengaruhi dokumen kebijakan (Kalu, 2017; 
Leeuwis, et al.,  2021). Dengan demikian, analisis 
tidak hanya mendeskripsikan isi, melainkan juga 
menafsirkan nilai, asumsi kebijakan, dan narasi 
strategis yang melandasi penyusunan roadmap. 

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber 
(cross-check antardokumen) dan diskusi 
pakar kebijakan pangan untuk memperkuat 
keabsahan interpretasi. Selain itu, data 
kuantitatif  dari laporan tahunan (misalnya data 
stok dan serapan BULOG, data produksi dan 
konsumsi pangan Kementerian Pertanian, serta 
indikator kerawanan pangan dari Bappenas) 
diintegrasikan sebagai pembanding (cross-
check) guna mendukung narasi konseptual dan 
penyusunan roadmap.

Proses analisis dilaksanakan dalam tiga 
tahap. Pertama, penyusunan model konseptual 
ketahanan pangan nasional yang mengadopsi 
empat dimensi utama FAO, yaitu ketersediaan, 
akses, pemanfaatan, dan stabilitas, yang 
disesuaikan dengan konteks (kondisi dan 
tantangan) sistem pangan Indonesia. Model 
ini dirancang dengan mempertimbangkan 
keterkaitan antarelemen sistem, seperti produksi 
pangan domestik, distribusi logistik, kapasitas 
kelembagaan, dan kebutuhan rumah tangga 
sebagai penerima akhir manfaat (Clapp, 2021; 
Pingault et al. 2017).

Tahap kedua adalah perancangan roadmap 
strategis ketahanan pangan dalam tiga horizon 

waktu, yaitu jangka pendek (2025–2027), 
jangka  menengah (2028–2032), dan jangka  
panjang (2033–2040). Roadmap ini disusun 
berdasarkan prinsip policy roadmapping (Phaal 
and Muller, 2009; Berner et al. 2019) yang 
mengintegrasikan arah kebijakan, program 
prioritas dan aktor pelaksana dengan tetap 
memperhatikan dinamika spasial, kapasitas 
kelembagaan, serta risiko yang dihadapi dalam 
setiap fase pembangunan sistem pangan nasional.

Tahap ketiga mencakup analisis peran 
kelembagaan, dengan menitikberatkan pada 
BULOG sebagai aktor utama dalam sistem 
ketahanan pangan. Analisis ini dilakukan 
secara naratif dan komparatif dengan merujuk 
pada kerangka regulasi, data operasional, 
serta fungsi institusional yang tercantum dalam 
dokumen resmi. Pendekatan ini memungkinkan 
identifikasi posisi strategis setiap aktor dalam 
empat dimensi ketahanan pangan, sekaligus 
elaborasi potensi sinergi kelembagaan yang 
dapat memperkuat konektivitas antara produksi 
dan distribusi.

Ketiga tahapan analisis tersebut kemudian 
disintesiskan ke dalam satu kerangka naratif 
yang menjadi dasar usulan model kebijakan 
terpadu (Gambar 2).  Model ini, yang diadaptasi 
dari berbagai sumber (Clapp et al., 2022; 
Nicholson et al., 2020; Sassi, 2018; FAO  et al., 
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Gambar 2. Alur Metode Penelitian
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2015; Lang and Barling, 2012; Berner  et al., 
2019; Plotnikov et al., 2021), diharapkan mampu 
menjawab kebutuhan akan kebijakan ketahanan 
pangan yang berbasis bukti (evidence-based), 
kontekstual terhadap dinamika nasional dan 
global, serta realistis dalam tataran implementasi 
kelembagaan.

III.	 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 	Model Konseptual Ketahanan Pangan 

Indonesia 
Pembangunan ketahanan pangan 

nasional tidak dapat dipahami secara parsial 
hanya sebagai upaya meningkatkan produksi 
atau memperbaiki distribusi. Sistem pangan 
merupakan entitas yang kompleks dan dinamis, 
terdiri atas interaksi berlapis antara produksi, 
distribusi, konsumsi, kelembagaan, dan kebijakan 
publik (Bilali, 2019). Kompleksitas ini makin 
meningkat akibat dinamika global, seperti 
perubahan iklim, fluktuasi harga pangan 
internasional, serta instabilitas geopolitik yang 
berdampak langsung pada ketahanan pangan 
domestik (Lang and Barling, 2012; Wood, 
et al., 2023). Dalam kerangka ini, Indonesia 
memerlukan model konseptual yang mampu 
menangkap keterkaitan antarelemen sistem 
pangan dalam satu struktur terpadu yang 
responsif terhadap tantangan kontemporer.

Penelitian ini mengembangkan model 
konseptual ketahanan pangan nasional dengan 
mengadaptasi empat dimensi FAO, yaitu  
ketersediaan (availability), akses (access), 
pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability), 
ke dalam satu sistem terpadu berbasis konteks 
Indonesia. Keempat dimensi tersebut tidak 
dipandang secara terpisah, melainkan sebagai 
subsistem yang saling menopang dan membentuk 
satu kesatuan sistemik yang perlu dikembangkan 
secara simultan. Melalui pendekatan sistemik, 
keempat dimensi ini menjadi landasan analitis 
untuk mengindentifikasi kelemahan struktural, 
merumuskan intervensi kebijakan, serta 
menetapkan prioritas pembangunan ketahanan 
pangan.

Dimensi ketersediaan (availability) merujuk 
pada kapasitas sistem pangan untuk menghasilkan 
pangan dalam jumlah yang memadai dan 
berkelanjutan. Ketersediaan menjadi fondasi 
utama bagi produksi pangan. Tantangan utama 

Indonesia dalam dimensi ini mencakup alih fungsi 
lahan pertanian ke sektor nonpangan, stagnasi 
produktivitas, ketergantungan pada input impor, 
seperti benih dan pupuk, serta gangguan iklim 
yang berdampak pada produksi. Oleh karena itu, 
peningkatan ketersediaan pangan memerlukan 
kebijakan intensifikasi berkelanjutan, perlindungan 
lahan pangan, serta diversifikasi produksi berbasis 
lokal (Rudel, 2020; Ickowitz et al., 2019; Martin & 
Vos, 2024). 

Dalam kerangka reposisi kelembagaan, 
BULOG dapat mengambil peran baru dalam 
dimensi availability, bukan sebagai produsen 
pangan, melainkan sebagai agregator strategis 
yang menghubungkan sektor produksi dengan 
sistem logistik dan distribusi nasional. Peran 
tersebut dapat diwujudkan melalui skema 
kontrak pembelian hasil panen terjadwal 
(forward contracts), penetapan harga pembelian 
pemerintah (HPP) berbasis data spasial dan 
prediksi iklim, serta kemitraan dengan koperasi 
dan BUMDes guna menjamin kesinambungan 
pasokan.

Model serupa dapat ditemukan pada Food 
Corporation of India (FCI), yang menjalankan 
fungsi purchasing agency untuk menjamin 
ketersediaan pangan sekaligus mendukung 
harga minimum bagi petani (Bathla & Hussain, 
2022; Kumar et al., 2023). Hal serupa juga 
terjadi di Tiongkok dan Mesir, di mana lembaga 
logistik publik berperan melalui purchasing 
mandate untuk membentuk cadangan pangan 
nasional secara langsung dari sektor produksi 
(Wang, 2024; Li et al., 2021). Dengan demikian, 
BULOG tidak hanya berperan menjaga distribusi 
dan stabilitas, tetapi juga dapat menjamin aspek 
availability melalui fungsi agregasi dan intervensi 
pada pasar hulu.

Ketersediaan pangan tidak serta-merta 
menjamin keterjangkauan pangan oleh seluruh 
lapisan masyarakat. Dimensi akses (access) 
merujuk pada kemampuan individu dan rumah 
tangga untuk memperoleh pangan, baik secara 
fisik maupun ekonomi. Dengan kata lain, akses  
terkait dengan keadilan distribusi dan daya 
beli. Di Indonesia, ketimpangan infrastruktur 
logistik, disparitas harga antarwilayah, dan 
lemahnya daya beli masyarakat masih menjadi 
kendala struktural (Putra et al., 2020). BULOG 
memiliki mandat penting dalam distribusi 
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pangan dan stabilisasi harga, namun peran 
ini belum optimal akibat keterbatasan logistik, 
belum terintegrasinya sistem data, serta 
lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah 
(Purwaatmoko, 2017; Dwiartama et al., 2023). 
Oleh karena itu, rekomendasi transformasi 
sistem distribusi berbasis digital serta kebijakan 
harga yang berpihak pada konsumen rentan 
merupakan respons langsung terhadap belum 
optimalnya kinerja BULOG dalam menjamin 
keterjangkauan pangan, khususnya di wilayah 
3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Data dari 
Laporan Tahunan BULOG menunjukkan bahwa 
distribusi pangan ke wilayah tertinggal hanya 
mencapai 64 persen dari target nasional (Badan 
Pangan Nasional, 2023), sementara disparitas 
harga antardaerah untuk komoditas pokok 
seperti beras masih berada pada kisaran 15–22 
persen (Kementerian Pertanian, 2023). Kondisi 
ini mencerminkan lemahnya sistem logistik yang 
belum berbasis data spasial real-time serta 
belum terintegrasinya jaringan distribusi lintas 
daerah secara efisien. Sejumlah studi juga 
menunjukkan bahwa ketimpangan akses pangan 
berkaitan erat dengan kelemahan kelembagaan 
logistik serta keterbatasan infrastruktur digital, 
sehingga pembaruan sistem distribusi serta 
intervensi harga menjadi langkah strategis untuk 
meningkatkan akses pangan secara merata 
(Dwiartama et al., 2023; Putra et al.,  2020).

Stabilitas (stability) merefleksikan ketahanan 
sistem pangan terhadap krisis. Dimensi ini 
menekankan pentingnya kesinambungan 
tiga dimensi sebelumnya dalam menghadapi 
guncangan jangka pendek maupun jangka 
panjang, seperti bencana alam, krisis ekonomi, 
dan disrupsi geopolitik. Stabilitas pangan di 
Indonesia masih rentan karena belum adanya 
sistem peringatan dini yang andal serta belum 
optimalnya pengelolaan cadangan pangan 
nasional (Basuki et al., 2022). BULOG memiliki 
peran strategis dalam menjamin kestabilan 
pangan melalui pengelolaan stok dan intervensi 
harga. Namun, data Laporan Tahunan BULOG 
menunjukkan bahwa respons lembaga ini  
terhadap krisis pangan masih bersifat reaktif, 
dengan rata-rata waktu distribusi intervensi ke 
wilayah rawan pangan mencapai 17 hari sejak 
identifikasi kebutuhan, sehingga mengakibatkan 
keterlambatan penanggulangan kelangkaan 
(Perum BULOG, 2024). Selain itu, kapasitas 

prediksi kebutuhan dan dinamika stok belum 
berbasis sistem peringatan dini maupun 
integrasi data spasial secara nasional, sehingga 
kebijakan intervensi cenderung bersifat 
administratif dan tidak antisipatif (Basuki et 
al,. 2022; Clapp et al., 2022). Oleh karena 
itu, penguatan kapasitas prediktif BULOG 
serta pengembangan koordinasi lintas sektor 
berbasis teknologi merupakan respons langsung 
terhadap kelemahan tersebut. Koordinasi 
sektoral yang belum optimal juga tercermin dari 
ketidaksinkronan data antara BULOG, Badan 
Pangan Nasional, dan pemerintah daerah, yang 
berujung pada fragmentasi dalam pelaksanaan 
distribusi pangan strategis (Dalimunthe et al., 
2024; Nicholson et al., 2020). Dengan demikian, 
peningkatan stabilitas sistem pangan menuntut 
penguatan sistem deteksi risiko dan mekanisme 
respons cepat yang berbasis teknologi prediktif 
dan tata kelola kolaboratif lintas kelembagaan.

Pemanfaatan (utilization) merujuk pada 
aspek kualitas konsumsi pangan, mencakup 
nilai gizi, keamanan pangan, dan keberagaman 
diet. Meskipun ketersediaan beras relatif stabil, 
ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis 
pangan utama telah mengakibatkan rendahnya 
asupan gizi seimbang serta tingginya prevalensi 
masalah gizi seperti stunting dan anemia 
(Awuchi, et al., 2020; Fahmida, et al., 2022). 
Dalam model ini, intervensi pada edukasi gizi, 
promosi konsumsi pangan lokal bergizi tinggi, 
dan penguatan sistem pengawasan mutu 
pangan sangat diperlukan. Rekomendasi ini 
berangkat pada fakta bahwa kualitas konsumsi 
masyarakat Indonesia masih rendah: prevalensi 
stunting nasional berada di angka 21,6 persen 
pada tahun 2022, sedangkan angka anemia pada 
ibu hamil mencapai 48,9 persen (Kementerian 
Kesehatan 2023b, 2023a). Berbagai studi 
menunjukkan bahwa rendahnya kualitas 
konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek 
ketersediaan, tetapi juga oleh lemahnya edukasi 
gizi, terbatasnya diversifikasi pangan, serta 
minimnya sistem kontrol mutu yang terintegrasi 
dalam rantai distribusi pangan (Fahmida et 
al., 2022; Awuchi et al., 2020). Selain itu, 
pemanfaatan pangan sangat dipengaruhi oleh 
akses terhadap air bersih dan sanitasi, yang 
berperan signifikan dalam penyerapan zat gizi 
serta status kesehatan konsumen (World Bank, 
2023; Nicholson et al., 2020). 
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Dalam konteks reposisi BULOG, perluasan 
peran pada dimensi pemanfaatan menjadi 
relevan apabila lembaga ini difungsikan sebagai 
simpul integrasi logistik pangan sekaligus 
edukasi konsumsi di tingkat rumah tangga. 
Model serupa diterapkan di Mesir, di mana 
lembaga logistik publik seperti General Authority 
for Supply Commodities (GASC) tidak hanya 
mengelola distribusi pangan bersubsidi, tetapi 
juga melaksanakan program edukasi gizi dan 
labelisasi kualitas gizi bagi komoditas pokok 
(Wang, 2024). BULOG dapat mengadopsi 
strategi serupa dengan mengintegrasikan 
indikator gizi minimum dalam proses pengadaan 
dan distribusi, serta berkolaborasi dengan 
Kementerian Kesehatan dan Dinas Pendidikan 
untuk kampanye konsumsi pangan sehat 
berbasis pangan lokal. Dengan demikian, 
peran BULOG dalam dimensi pemanfaatan 
bukan sekadar intervensi teknis, tetapi menjadi 
instrumen strategis untuk mendorong konsumsi 
pangan bergizi secara sistemik dan terukur.

Diadaptasi dari World Bank (2023), Clapp 
et al. (2022), Zurek et al. (2022), Nicholson 
et al. (2020), Sassi (2018), FAO et al. (2015), 
model konseptual Ketahanan Pangan 
Indonesia menempatkan kelembagaan sebagai 
penghubung utama dalam operasionalisasi 
sistem pangan. Model konseptual yang 
dikembangkan dari integrasi keempat dimensi 
tersebut menghasilkan pendekatan sistemik 
dan kelembagaan (lihat Gambar 3). 

Keunggulan model ini terletak pada 
pendekatannya yang integratif dan kontekstual. 
Keempat dimensi ketahanan pangan tidak 
dapat dipisahkan baik secara analitis maupun 
operasional. Peningkatan produksi tanpa disertai 
keadilan distribusi hanya akan memperkuat 
ketimpangan. Demikian pula, keberhasilan 
dalam akses tidak akan memberikan dampak 
signifikan apabila mutu konsumsi tetap rendah. 
Dalam situasi krisis, ketiga dimensi tersebut 
mudah terganggu apabila tidak ditopang oleh 
sistem yang stabil dan adaptif. Dengan demikian, 
ketahanan pangan harus dipahami sebagai 
hasil interaksi simultan yang saling memperkuat 
antar dimensi.

Model konseptual ini dikembangkan tidak 
hanya sebagai kontribusi teoretis, melainkan juga 
sebagai instrumen analitis sekaligus operasional 

untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem 
pangan nasional, dengan menempatkan Perum 
BULOG sebagai simpul strategis. Gambar 3 
menunjukkan bahwa BULOG bukan sekadar 
aktor teknis, melainkan menjadi pusat tata kelola 
logistik pangan nasional yang berfungsi dalam 
keempat dimensi ketahanan pangan: agregasi 
dan perlindungan harga petani (availability), 
distribusi dan keterjangkauan wilayah (access), 
integrasi sistem mutu pangan dan edukasi gizi 
(utilization), dan pengelolaan cadangan dan 
respons krisis (stability).

Kerangka ini menempatkan BULOG sebagai 
institusi yang menjalankan fungsi koordinatif 
dan operasional antardimensi dengan dukungan 
sistem data spasial, platform digital, dan 
skema kolaboratif. Dengan struktur tersebut, 
titik-titik lemah dalam sistem pangan—seperti 
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• Kontrak pembelian panen 

(forward contract) 
• Penetapan HPP berbasis 

data 
• Perlindungan harga 

petani 
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Pangan Indonesia
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keterlambatan distribusi, disparitas harga 
antarwilayah, atau keterbatasan stok—dapat 
diidentifikasi melalui fungsi-fungsi kelembagaan 
BULOG yang belum berjalan optimal. Model 
ini dengan demikian menjadi dasar konseptual 
sekaligus instrumen implementatif untuk 
merancang intervensi, memantau kinerja, 
dan mengevaluasi efektivitas BULOG dalam 
menjamin ketahanan pangan nasional secara 
berkelanjutan.

BULOG, Kementerian terkait, Badan Pangan 
Nasional, serta pemerintah daerah merupakan 
aktor kunci yang perlu membangun sinergi lintas 
fungsi. Tata kelola yang kolaboratif, berbasis 
data, dan adaptif menjadi prasyarat agar sistem 
pangan mampu merespons tantangan jangka 
pendek maupun panjang. Rekomendasi untuk 
memperkuat koordinasi kelembagaan tidak 
muncul secara normatif, melainkan sebagai 
respons terhadap fragmentasi kebijakan dan 
pelaksanaan distribusi pangan yang masih terjadi 
di berbagai wilayah. Data Laporan Tahunan BULOG 
menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian 
antara estimasi kebutuhan daerah dan volume 
distribusi aktual yang dilakukan oleh BULOG di 
9 provinsi, dengan rata-rata mencapai 12–18 
persen dari target distribusi (Perum BULOG, 
2024). Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh 
lemahnya integrasi data antarlembaga serta 
ketiadaan mekanisme kolaboratif yang bersifat 
real-time dalam merespons dinamika harga dan 
pasokan pangan lokal.

Studi ini  bahwa dalam sistem pangan yang 
kompleks, kegagalan koordinasi antaraktor 
negara (termasuk logistik, perencanaan, dan 
pemerintahan daerah) akan menghasilkan 
intervensi yang reaktif dan tidak adaptif terhadap 
geografi kerawanan pangan (Dalimunthe et 
al., 2024; Clapp, et al., 2022). Karena itu, 
pembentukan sistem koordinasi kelembagaan 
yang bersifat permanen dan terdesentralisasi 
kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan 
administratif. Model koordinatif seperti ini dapat 
ditemukan pada sistem pangan Brasil, di mana 
lembaga CONAB (Companhia Nacional de 
Abastecimento) secara aktif bekerja bersama 
pemerintah daerah dan lembaga perencana 
untuk menyusun proyeksi kebutuhan pangan 
berbasis data lokal dan distribusi adaptif (Janzen 
et al., 2025; Nicholson et al., 2020). 

Dalam konteks Indonesia, BULOG perlu 
berperan sebagai integrator logistik sekaligus 
simpul data antara pemerintah daerah dan 
Bappenas, dengan dukungan platform digital yang 
memungkinkan pembaruan data kerawanan 
pangan secara spasial dan periodik. Dengan 
peran seperti tersebut, koordinasi tidak hanya 
berfungsi sebagai pelengkap teknokratis, 
melainkan sebagai pilar strategis dalam 
menjamin keselarasan antara perencanaan dan 
distribusi pangan nasional.

3.2 Roadmap Strategis Ketahanan Pangan 
Indonesia  
Transformasi sistem pangan nasional 

menuntut perencanaan jangka panjang yang 
terstruktur, adaptif, dan berbasis kelembagaan. 
Berangkat dari model konseptual yang 
mengintegrasikan empat dimensi ketahanan 
pangan—ketersediaan (availability), akses 
(access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas 
(stability)—penelitian ini merumuskan roadmap 
strategis sebagai instrumen implementatif yang 
dapat mengarahkan kebijakan serta intervensi 
sistem pangan Indonesia secara berkelanjutan .

Roadmap ini disusun dalam tiga tahap 
waktu yang berkesinambungan, yaitu jangka 
pendek (2025–2027), jangka menengah 
(2028–2032), dan jangka panjang (2033–2040). 
Setiap tahap dirancang berdasarkan prinsip 
logical progression, dengan memperhitungkan 
keterkaitan antara kelembagaan, kapasitas 
sumber daya, dinamika spasial, serta kompleksitas 
sistem pangan nasional. Perumusan tahap ini  
juga mengacu pada kebutuhan untuk  
memperkuat fondasi sistem pangan, 
meningkatkan kapasitas respons daerah, serta 
mengantisipasi tantangan jangka panjang 
melalui inovasi sistemik. 

Diadaptasi dari berbagai dokumen (Setyowati, 
2025; Rikardus, 2025; Komarudin et al., 2025; 
Juansa et al., 2025; Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional,  2025b; Pemerintah 
Republik Indonesia, 2025; Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025a; 
Perum BULOG, 2024; Kementerian Pertanian, 
2023; Laborde et al., 2024; Badan Pangan 
Nasional, 2023; Clapp, 2021; Clapp et al., 2022; 
Phaal & Muller, 2009; Yuniar, 2022), Tabel 1 
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menjabarkan secara rinci struktur roadmap 
yang mencakup tahapan waktu, fokus strategis, 
program utama, dan aktor pelaksana.

Tahap I (2025–2027) merupakan fase 
kritis untuk mereformasi fondasi kelembagaan 
serta membangun infrastruktur logistik pangan 
nasional yang selama ini menjadi titik lemah 
signifikan dalam sistem ketahanan pangan 
Indonesia. Pemilihan untuk memulai roadmap 
dari aspek kelembagaan dan logistik tidak sekadar 
teknokratis, melainkan merupakan respons 
terhadap ketimpangan struktural distribusi 
pangan dan lemahnya integrasi antaraktor 
dalam rantai pasok nasional. Data Laporan 
Tahunan BULOG menunjukkan bahwa deviasi 
antara target distribusi dan realisasi penyaluran 
pangan strategis di 9 provinsi berkisar antara 
12–18 persen, yang terutama disebabkan oleh 
keterlambatan pasokan serta belum  adanya 
sistem informasi logistik terintegrasi (Perum 
BULOG, 2024). Selain itu, disparitas harga beras 

antardaerah di Indonesia masih tinggi, yaitu 
antara 15–22 persen (Kementerian Pertanian, 
2023), yang mencerminkan inefisiensi distribusi 
serta keterbatasan kapasitas BULOG dalam 
menjangkau wilayah 3T secara efektif.

Dalam kerangka model konseptual yang 
telah dibangun, tahap ini difokuskan pada 
penguatan dimensi akses (access) dan 
stabilitas (stability) melalui peran strategis 
BULOG sebagai central food logistics agency. 
Reposisi ini mencakup perluasan mandat dari 
sekadar pelaksana distribusi teknis menjadi 
simpul koordinasi logistik nasional yang mampu 
mengintegrasikan data, mengelola stok, serta 
melakukan intervensi harga berbasis bukti. 
Fungsi ini bersifat struktural karena terkait  
dengan kemampuan negara dalam menjamin 
keterjangkauan dan ketersediaan pangan 
di seluruh wilayah, khususnya daerah yang 
memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan 
pasokan.

Tabel 1. Roadmap Strategis Ketahanan Pangan Indonesia (2025–2040)
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Secara kelembagaan, BULOG perlu 
mengembangkan sistem distribusi berbasis data 
spasial real-time, platform peringatan dini, dan 
skema logistik prediktif sebagaimana tercermin 
dalam dimensi stability dari model konseptual. 
Studi Clapp et al. (2022) menekankan pentingnya 
sistem pangan yang antisipatif dan berbasis 
tata kelola prediktif untuk menghadapi volatilitas 
harga dan disrupsi pasokan. Sementara itu, 
Leeuwis et al. (2021) menggarisbawahi bahwa 
peran aktor logistik negara harus diposisikan 
sebagai integrator sistem pangan, bukan 
sekadar penyalur. Dengan demikian, peran 
BULOG dalam fase ini tidak hanya bersifat 
administratif, melainkan sebagai enabler yang 
menghubungkan fungsi produksi, distribusi, 
dan konsumsi melalui infrastruktur logistik yang 
digital, fleksibel, dan adaptif.

Tujuan keseluruhan tahap ini adalah 
membangun fondasi sistem logistik nasional 
yang mampu menjamin keterjangkauan dan 
kontinuitas pasokan pangan, terutama bagi 
wilayah-wilayah 3T yang secara historis 
termarginalisasi dalam sistem distribusi nasional. 
Dengan penguatan kelembagaan pada fase 
ini, roadmap dapat dilanjutkan menuju fase 
desentralisasi dan transformasi sistemik pada 
tahap berikutnya. 

Aktor pelaksana pada fase awal ini  
mencakup BULOG, Kementerian BUMN, 
Kementerian Pertanian, Kominfo, dan pemerintah 
daerah. Masing-masing aktor memiliki fungsi 
spesifik yang saling melengkapi dalam 
membentuk infrastruktur ketahanan pangan 
yang inklusif dan tangguh. 

BULOG berperan sebagai aktor kunci 
dalam dimensi access dan stability, dengan 
mandat untuk mendistribusikan pangan pokok, 
mengelola cadangan nasional, serta melakukan 
stabilisasi harga melalui intervensi logistik. 
Sebagaimana digambarkan dalam model 
konseptual (Gambar 3), BULOG adalah simpul 
utama dalam sistem pangan nasional yang 
menghubungkan produksi dengan konsumsi 
melalui jalur distribusi strategis. Laporan 
Tahunan BULOG menunjukkan bahwa rata-
rata waktu distribusi ke wilayah rawan pangan 
mencapai 17 hari (Perum BULOG 2024), 
sehingga menegaskan urgensi reformasi logistik 
dalam fase ini. 

Kementerian BUMN berperan sebagai 
lembaga pembina BULOG dalam aspek 
kelembagaan dan keuangan. Dalam konteks 
ketahanan pangan, reformasi struktur 
kelembagaan BULOG, seperti fleksibilitas fiskal, 
perluasan mandat logistik, dan kemitraan publik-
swasta, tidak dapat dilakukan tanpa regulasi 
serta intervensi langsung dari kementerian 
ini. Studi menunjukkan bahwa struktur BUMN 
cenderung kaku (Pradito et al., 2021; Ayuningtias 
et al., 2024), sehingga menjadi kendala utama 
dalam menjawab dinamika sistem pangan yang 
menuntut bersifat adaptif dan responsif.

Kementerian Pertanian berperan mendukung 
dimensi availability melalui peningkatan produksi, 
perlindungan lahan pangan, dan penguatan 
sistem informasi pertanian. Dalam konteks 
integrasi fungsi dengan BULOG, kementerian 
ini menyediakan data spasial produksi yang 
sangat krusial bagi penetapan Harga Pembelian 
Pemerintah (HPP) dan proyeksi pasokan. Data 
Kementerian Pertanian (2023) menunjukkan 
ketidaksesuaian antara potensi produksi dan 
realisasi pengadaan BULOG di tujuh provinsi, 
yang menegaskan urgensi integrasi sistem data 
produksi dan distribusi.

Kominfo berperan dalam digitalisasi sistem 
logistik pangan melalui pengembangan platform 
informasi spasial dan sistem distribusi berbasis 
data real-time. Studi menekankan pentingnya 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) dalam membangun ekosistem logistik 
pangan yang efisien dan terkoordinasi lintas 
sektor (Komarudin et al. 2025). Dalam model 
konseptual, fungsi Kominfo mendukung dimensi 
stability dan access melalui interkonektivitas 
data logistik dan pemantauan distribusi.

Pemerintah daerah memiliki peran 
sentral dalam memastikan bahwa distribusi 
pangan menjangkau tingkat lokal secara tepat 
sasaran. Dalam model konseptual, pemerintah 
daerah menjadi ujung tombak dari proses 
operasionalisasi kebijakan, baik dalam fungsi 
distribusi (access), pengawasan mutu pangan 
(utilization), maupun pengelolaan risiko lokal 
(stability). Namun, integrasi antara BULOG dan 
pemerintah daerah masih terbatas. Data dari 
Perum BULOG (2024) menunjukkan bahwa 
koordinasi distribusi pangan antara pusat dan 
daerah mengalami deviasi estimasi kebutuhan 
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sebesar 12–18 persen di sembilan provinsi, 
yang disebabkan lemahnya sistem komunikasi 
dan sinkronisasi perencanaan.

Dengan demikian, pemilihan aktor pada fase 
awal ini tidak semata-mata bersifat administratif, 
melainkan berdasarkan pada fungsional 
kelembagaan dalam keempat dimensi 
ketahanan pangan sebagaimana dimodelkan. 
Reformasi pada fase ini membentuk ekosistem 
tata kelola pangan yang berbasis data, 
terdesentralisasi, dan menjadi fondasi bagi fase 
roadmap berikutnya yang menuntut kapabilitas 
kelembagaan di tingkat daerah. 

Tahap II (2028–2032) merupakan fase 
konsolidasi desentralisasi kapasitas logistik 
dan harmonisasi kebijakan pangan antartingkat 
pemerintahan, sebagai respons terhadap 
fakta bahwa kerawanan pangan di Indonesia 
bersifat spasial dan sangat bergantung pada 
kapasitas daerah dalam mengelola pasokan, 
distribusi, dan cadangan pangan strategis. 
Data terkini menunjukkan bahwa sekitar 37,4 
persen kabupaten/kota di Indonesia belum 
memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
(CPPD) yang memadai dan terstruktur (Widi, 
2025). Kondisi ini mencerminkan rendahnya 
kesiapsiagaan daerah dalam mengantisipasi 
gejolak pasokan dan harga pangan, sekaligus 
menunjukkan ketimpangan kapasitas 
kelembagaan antar wilayah (Agustian et al., 2022).  

Selain itu, integrasi distribusi pangan 
berbasis digital masih sangat terbatas. Studi 
menunjukkan bahwa tingkat adopsi solusi 
digital untuk sistem logistik dan distribusi 
pangan di Indonesia, khususnya di wilayah 
rural dan semi-urban, hanya mencapai 4–5 
persen (Mercy Corps AgriFin, 2021). Hal ini 
mengindikasikan lemahnya interkoneksi data 
logistik antartingkatan pemerintahan maupun 
antara BULOG dan pemerintah daerah. 

Berdasarkan model konseptual (Gambar 3), 
kedua kondisi tersebut menunjukkan  kelemahan 
sistemik pada dimensi access dan stability, 
yang semestinya dijembatani oleh BULOG 
sebagai simpul koordinasi logistik pangan 
nasional. Dalam fase kedua ini, BULOG dituntut  
bertransformasi dari sekadar pelaksana distribusi 
menjadi integrator kelembagaan multilevel yang 
mampu membangun simpul distribusi daerah 

(regional food hubs), memperkuat pengelolaan 
CPPD di tingkat kabupaten/kota, serta 
mengimplementasikan sistem logistik digital 
terintegrasi berbasis data spasial.

Transformasi ini mendesak dilakukan, 
mengingat keberhasilan desentralisasi ketahanan 
pangan sangat bergantung pada konsistensi 
data, keselarasan intervensi pusat-daerah, serta 
respons cepat terhadap dinamika pasokan. 
Oleh karena itu, intervensi utama pada fase II 
(2028–2032) perlu difokuskan pada penguatan 
kelembagaan daerah dalam pengelolaan 
pangan strategis, dengan BULOG sebagai pusat 
koordinasi nasional yang memfasilitasi harmonisasi 
perencanaan, distribusi, dan pengelolaan 
cadangan pangan di seluruh Indonesia. 

Fungsi ini menuntut BULOG untuk 
mengintegrasikan data spasial dan proyeksi 
kebutuhan daerah secara real-time, sekaligus 
membangun platform koordinasi bersama 
Bappenas dan pemerintah daerah. Studi Nicholson 
et al. (2020) menunjukkan bahwa dalam sistem 
pangan yang kompleks, keberhasilan intervensi 
sangat ditentukan oleh kapasitas integrator 
logistik nasional dalam mengelola informasi 
spasial serta merespons kebutuhan lokal 
secara dinamis.  Dalam konteks Indonesia, 
pengalaman distribusi selama pandemi dan 
krisis harga pangan global mengindikasikan 
lemahnya interoperabilitas data antara BULOG, 
pemerintah daerah, dan kementerian teknis, 
yang berakibat pada keterlambatan distribusi 
dan overstock di sejumlah wilayah.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur 
logistik daerah (seperti gudang regional, simpul 
distribusi, dan jalur transportasi antarkabupaten) 
harus dilakukan dalam kerangka kelembagaan 
yang terintegrasi dengan BULOG sebagai 
koordinator nasional. Hal ini diperkuat oleh 
mandat Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 
yang menegaskan bahwa BULOG memiliki 
tugas mengelola cadangan pangan pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk 
melakukan prediksi kebutuhan berdasarkan 
indikator kerawanan. Harmonisasi kebijakan 
dilakukan tidak hanya melalui sinkronisasi 
RPJMN dan RKPD-Pangan, tetapi juga dengan 
penyusunan indikator kinerja ketahanan pangan 
daerah yang terhubung langsung dengan data 
BULOG dan sistem logistik nasional.
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Dengan kata lain, keberhasilan Fase II sangat 
bergantung pada efektivitas BULOG sebagai 
jembatan kelembagaan antara pemerintah pusat 
dan daerah dalam membangun sistem distribusi 
pangan yang tanggap, adil, dan adaptif terhadap 
keragaman spasial Indonesia. Peran ini sejalan 
dengan model konseptual yang menempatkan 
BULOG sebagai penghubung empat dimensi 
ketahanan pangan dalam satu sistem tata kelola 
yang terintegrasi dan berbasis data.

Pada fase ini, kapasitas institusional 
pemerintah daerah menjadi faktor kunci karena 
sebagian besar intervensi pangan bersifat 
spasial dan memerlukan adaptasi terhadap 
kondisi lokal. Pemerintah daerah memegang 
peran operasional dalam pelaksanaan 
program ketahanan pangan, termasuk dalam 
pengumpulan data kerawanan, pengelolaan 
Cadangan Pangan Daerah (CPPD), penyusunan 
RKPD-Pangan, serta implementasi distribusi 
bersubsidi. Namun, berdasarkan laporan 
Badan Pangan Nasional, hanya 36,5 persen 
pemerintah daerah yang memiliki dokumen 
RKPD-Pangan yang terintegrasi dengan 
RPJMN, dan sebagian besar belum memiliki 
sistem peringatan dini untuk krisis pangan 
lokal (Badan Pangan Nasional, 2023). Kondisi 
ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah 
daerah dalam pengambilan keputusan berbasis 
data masih rendah.

Bappenas memegang peran strategis 
dalam integrasi perencanaan dan penganggaran 
nasional, termasuk memastikan bahwa program 
ketahanan pangan menjadi prioritas lintas 
sektor. Dalam model konseptual (Gambar 3), 
fungsi Bappenas berada pada simpul koordinasi 
antara dimensi availability dan access, terutama 
melalui sinkronisasi RPJMN dengan RKPD 
daerah serta penyusunan indikator kinerja 
ketahanan pangan nasional. Komarudin et 
al. 2025, menunjukkan bahwa kelemahan 
harmonisasi pusat–daerah merupakan penyebab 
utama fragmentasi kebijakan pangan, yang 
berimplikasi pada tumpang tindih program 
dan rendahnya efektivitas distribusi pangan ke 
wilayah 3T.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
bertanggung jawab atas penguatan kapasitas 
tata kelola daerah, termasuk regulasi teknis 
terkait penyusunan RKPD, sistem monitoring, 

dan mekanisme evaluasi program daerah. 
Perannya sangat relevan dalam dimensi 
utilization dan stability, karena menyangkut 
efektivitas implementasi dan pengawasan 
program pangan bersubsidi, penyuluhan gizi, 
serta integrasi sistem pelaporan berbasis 
wilayah. Leeuwis et al. (2021) menegaskan 
bahwa sistem pangan yang tangguh tidak hanya 
bergantung pada produksi atau distribusi, tetapi 
juga pada kapasitas kelembagaan lokal dalam 
menyerap, merespons, dan melaporkan kondisi 
kerawanan secara real time.

Dalam kerangka model konseptual yang 
dibangun, koordinasi antara BULOG sebagai 
simpul logistik nasional dengan pemerintah 
daerah, Bappenas, serta Kemendagri 
merupakan arsitektur kelembagaan inti 
untuk menjembatani level nasional dan lokal. 
Tanpa sinkronisasi tersebut, distribusi pangan 
tetap reaktif, fragmentatif, dan tidak berbasis 
kebutuhan spasial yang aktual. Oleh karena itu, 
peningkatan kapasitas daerah harus dipandang 
bukan sebagai pelengkap administratif, 
melainkan sebagai prasyarat struktural bagi 
sistem ketahanan pangan yang efektif dan 
terdesentralisasi.

Tahap III (2033–2040) menandai fase 
transformasi sistemik menuju kemandirian dan 
keberlanjutan ketahanan pangan nasional. 
Fokus kebijakan pada fase ini mencakup tiga 
agenda utama: (1) intensifikasi dan diversifikasi 
produksi pangan berbasis agroekologi dan 
teknologi presisi untuk memperkuat dimensi 
availability; (2) pengembangan sistem 
peringatan dini berbasis kecerdasan buatan 
(AI) dan big data untuk memperkuat dimensi 
stability; serta (3) integrasi sistem pangan digital 
nasional untuk mendukung planning, tracking, 
dan evidence-based decision-making pada 
seluruh dimensi ketahanan pangan.

Strategi ini didasarkan pada fakta bahwa 
volatilitas pasokan dan harga pangan akan 
makin dipengaruhi oleh krisis iklim, disrupsi 
geopolitik, dan instabilitas pasar global. Clapp 
et al. (2022) menegaskan bahwa sistem pangan 
masa depan hanya dapat bertahan jika memiliki 
kapasitas prediktif dan adaptif yang tinggi melalui 
pemanfaatan AI dan integrasi data multisektor. 
Sementara itu, analisis Nicholson et al. (2020) 
menunjukkan bahwa tanpa transformasi digital 
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dan kelembagaan, negara-negara berkembang 
akan terus menghadapi kesenjangan dalam 
deteksi dan respons krisis pangan.

Dalam kerangka model konseptual yang telah 
dibangun (Gambar 3), tahap ini merepresentasikan 
puncak dari integrasi keempat dimensi FAO 
(availability, access, utilization, stability) ke dalam 
satu sistem tata kelola digital. BULOG sebagai 
simpul logistik nasional harus berperan strategis 
sebagai manajer sistem pangan prediktif, bukan 
lagi sekadar pelaksana distribusi. Peran ini 
mencakup pengembangan dashboard logistik 
nasional berbasis AI untuk memantau stok, 
harga, dan kerentanan pangan; integrasi data 
dari pemerintah daerah, BPS, dan kementerian 
teknis ke dalam sistem distribusi nasional; 
serta penerapan sistem pelacakan pasokan–
konsumsi yang berbasis lokasi dan waktu nyata 
(real-time, geospatial tracking).

Data laporan tahunan Perum BULOG (2024) 
menunjukkan bahwa ketidaktepatan distribusi 
cadangan pangan akibat keterlambatan deteksi 
kebutuhan masih menjadi kendala utama, 
dengan rata-rata waktu intervensi mencapai 
17 hari (Perum BULOG 2024). Kondisi ini 
mencerminkan absennya sistem deteksi dan 
prediksi berbasis indikator kerawanan. Oleh 
karena itu, fase ini merupakan prasyarat menuju 
ketahanan pangan berbasis digital foresight, di 
mana BULOG bukan hanya menanggapi krisis, 
melainkan mengantisipasinya secara sistemik 
dan berbasis data.

Dengan peran ini, BULOG merepresentasikan 
inti dari reposisi kelembagaan yang diusulkan 
dalam studi ini: dari entitas teknis menjadi aktor 
strategis dalam sistem pangan berkelanjutan, 
prediktif, dan tangguh. Fungsi ini juga 
menegaskan bahwa transformasi digital bukan 
sekadar pelengkap administratif, melainkan 
instrumen utama dalam mewujudkan sistem 
pangan nasional yang responsif terhadap 
tantangan masa depan. 

Selain itu, kemitraan antara sektor publik, 
swasta, akademisi, dan masyarakat sipil 
merupakan elemen strategis untuk memperluas 
jejaring produksi-distribusi serta mendorong 
inovasi sistemik dalam ketahanan pangan. 
Dalam kerangka model konseptual (Gambar 
3), keterlibatan multipihak diperlukan untuk 

memperkuat seluruh dimensi sistem pangan 
secara simultan. Sektor publik (misalnya 
BULOG, Bappenas, Kementan) menjamin 
availability dan stability melalui regulasi, logistik, 
dan cadangan; sektor swasta (logistik, ritel, 
fintech) memperluas akses dan meningkatkan  
efisiensi distribusi dalam dimensi access; 
akademisi menyumbang inovasi teknologi dan 
model prediktif untuk availability dan utilization.  
Sementara itu,  masyarakat sipil berperan dalam 
advokasi konsumsi bergizi dan pengawasan mutu 
distribusi pada dimensi utilization dan stability.

Leeuwis et al. (2021) menekankan bahwa 
transformasi sistem pangan membutuhkan 
konfigurasi kelembagaan baru yang melampaui 
pendekatan top-down, dengan membuka ruang 
bagi ko-kreasi antara aktor negara dan non-
negara. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan 
sektor swasta dalam digitalisasi rantai pasok 
pangan baru mencakup 8–10 persen wilayah 
distribusi nasional, sebagian besar berlokasi di 
kawasan perkotaan, sehingga meninggalkan 
kesenjangan di daerah perdesaan dan wilayah 
3T (Mercy Corps AgriFin, 2021). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa tanpa insentif kebijakan 
yang mendukung kolaborasi lintas sektor, 
sistem distribusi akan tetap terkonsentrasi dan 
tidak inklusif.

Dalam model konseptual, keberhasilan 
reposisi BULOG sebagai simpul logistik nasional 
juga sangat tergantung pada kemampuannya 
menjalin kemitraan strategis. Contohnya adalah 
integrasi BULOG dengan koperasi petani untuk 
agregasi produksi, penyedia logistik swasta untuk 
meningkatkan efisiensi distribusi, perguruan 
tinggi untuk pengembangan prediksi kerawanan 
pangan, dan LSM lokal untuk edukasi gizi. 
Dengan demikian, kemitraan multipihak bukan 
sekadar pelengkap administratif, melainkan 
bagian dari arsitektur sistemik yang menjamin 
ketahanan pangan inklusif dan berbasis inovasi.

Model atau pendekatan ketahanan pangan 
tidak lagi diposisikan sebagai respons terhadap 
krisis, melainkan sebagai fondasi pembangunan 
nasional berbasis kedaulatan dan keberlanjutan. 
Selanjutnya, Tabel 2 merangkum konfigurasi 
aktor utama dalam sistem ketahanan pangan 
nasional berdasarkan empat dimensi FAO 
(availability, access, utilization, stability). Model 
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ini menegaskan bahwa ketahanan pangan 
tidak dapat dijamin oleh satu entitas tunggal, 
melainkan melalui arsitektur kelembagaan yang 
kolaboratif, multilevel, dan lintas sektor. BULOG 
diposisikan sebagai simpul logistik nasional yang 
menjalankan fungsi lintas dimensi dan lintas fase, 
mulai dari pengelolaan cadangan, stabilisasi 
harga, hingga integrasi sistem logistik prediktif 
berbasis data spasial. Kementerian teknis 
seperti Kementerian Pertanian, Bappenas, dan 

Kementerian Dalam Negeri memainkan peran 
spesifik dalam aspek produksi, perencanaan 
lintas skala, dan penguatan tata kelola daerah. 
Pemerintah daerah memiliki bobot strategis 
sebagai pelaksana utama intervensi lokal, 
termasuk dalam pengelolaan cadangan 
pangan daerah (CPPD) dan respons terhadap 
kerawanan pangan spasial. Kemitraan dengan 
sektor swasta, akademisi, dan masyarakat 
sipil dilibatkan untuk memperkuat inovasi 

Tabel 2. Konfigurasi Aktor dan Fungsi dalam Sistem Ketahanan Pangan Nasional Berdasarkan 
Dimensi FA
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sistemik, meningkatkan efisiensi distribusi, dan 
akuntabilitas sosial. Dengan demikian, tabel 
ini tidak hanya merepresentasikan struktur 
kelembagaan, tetapi juga memvisualisasikan 
mekanisme operasionalisasi model konseptual 
ke dalam sistem tata kelola ketahanan pangan 
yang fungsional dan responsif.

Roadmap strategis ketahanan pangan ini 
tidak dimaksudkan sebagai dokumen statis, 
melainkan sebagai kerangka dinamis yang 
harus dikalibrasi secara periodik sesuai dengan 
perubahan kondisi iklim, geostrategis, sosial-
ekonomi, dan teknologi. Untuk itu, diperlukan 
mekanisme tata kelola implementasi yang 
berbasis siklus perbaikan berkelanjutan, 
sebagaimana dikembangkan dalam kerangka 
Plan–Do–Check–Act (PDCA) yang telah banyak 
diterapkan dalam kebijakan publik (Mansoor & 
Williams, 2024; Mwita, 2000).

Pada tahap Plan, penekanan terletak pada 
pembentukan unit koordinasi antarlembaga 
yang bersifat lintas kementerian dan permanen. 
Unit ini harus memiliki mandat khusus untuk 
mengawal pelaksanaan roadmap, menyusun 
target tahunan berbasis indikator FAO 
(availability, access, utilization, stability), serta 
menjamin integrasi antara RPJMN, RKPD-
Pangan, dan dokumen sektoral lainnya (Misner 
et al. 2025). Penanggung jawab utama dalam 
tahap ini adalah Bappenas dan BULOG sebagai 
simpul operasional lintas fase.

Tahap Do mencakup operasionalisasi 
sistem logistik pangan, pengelolaan cadangan, 
pembangunan infrastruktur, serta integrasi 
sistem digital berbasis data spasial dan real-
time. Pada tahap ini, koordinasi fungsional 
antara BULOG, pemerintah daerah, sektor 
swasta, dan komunitas produksi menjadi kunci 
agar intervensi berlangsung secara responsif 
dan adaptif (Clapp et al., 2022).

Tahap Check berfokus pada pengembangan 
sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang 
berbasis indikator kuantitatif dan spasial dari 
empat dimensi ketahanan pangan. Evaluasi 
tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi 
harus berbasis data lapangan, melibatkan 
lembaga independen, dan dilaksanakan  secara 
kuartalan atau tahunan. Leeuwis et al. (2021)
menegaskan pentingnya pelibatan multipihak 

dalam validasi data evaluatif untuk menjamin 
objektivitas dan partisipasi.

Tahap Act merupakan fase perbaikan 
kebijakan secara siklikal. Pada fase ini, 
pembentukan forum multipihak menjadi penting 
sebagai wadah negosiasi dan pembelajaran 
kolaboratif antara aktor pusat–daerah, publik–
swasta, dan kelompok konsumen–produsen 
(Singh, 2024). Forum ini tidak hanya berfungsi 
sebagai mekanisme partisipasi, tetapi juga 
sebagai instrumen koreksi atas ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan dan perencanaan strategis.

Dengan mengadopsi pendekatan PDCA, 
roadmap ini dapat memastikan bahwa 
implementasi kebijakan bersifat adaptif, berbasis 
data, dan partisipatif, sekaligus memperkuat 
koherensi antarfase (I–III) serta antaraktor dalam 
ekosistem ketahanan pangan nasional. Selain 
itu, roadmap ini mengintegrasikan pendekatan 
strategic foresight dan pemodelan skenario 
sebagai bagian dari kerangka perencanaan 
jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya 
bersifat simbolis, melainkan tertanam dalam 
strategi pada Tahap III (2033–2040), yang secara 
eksplisit mencakup pengembangan dashboard 
sistem pangan prediktif berbasis AI dan big data, 
sistem peringatan dini untuk risiko pasokan, 
serta mekanisme pengambilan keputusan 
adaptif berbasis skenario krisis pangan regional 
dan global. Dengan demikian, roadmap ini 
dirancang bukan sekadar untuk merespons 
krisis yang telah terjadi (reactive), tetapi juga 
untuk mengantisipasi potensi gangguan 
sistemik (proactive), baik yang bersumber dari 
perubahan iklim, konflik geopolitik, maupun 
fluktuasi pasar global.

Penggunaan pendekatan foresight dalam 
sistem pangan telah direkomendasikan oleh 
berbagai organisasi internasional, seperti FAO 
dan OECD, sebagai elemen penting dalam 
menciptakan shock-resilient food systems 
(FAO, et al., 2020; OECD, 2022). Dalam model 
konseptual yang dikembangkan (Gambar 3), 
elemen antisipatif ini berkaitan langsung dengan 
dimensi stability, yang mensyaratkan adanya 
mekanisme prediksi, mitigasi, dan penyesuaian 
kebijakan secara sistemik. Oleh karena itu, 
strategi ketahanan pangan dalam roadmap 
ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat 
fondasi saat ini, tetapi juga untuk membangun 



PANGAN, Vol. 34 No. 2 Agustus 2025 : 169 – 188184

kapasitas sistem dalam merespons masa depan 
yang penuh ketidakpastian.

3.3 	Reposisi Peran BULOG dalam Ketahanan 
Pangan 
Peran BULOG dalam sistem ketahanan 

pangan Indonesia tidak lagi dapat dipahami 
semata sebagai pelaksana distribusi dan 
pengelola cadangan beras. Dalam konteks 
roadmap strategis ini, BULOG direposisikan 
sebagai simpul kelembagaan logistik nasional 
yang menjalankan fungsi transformatif, lintas 
dimensi ketahanan pangan FAO (availability, 
access, stability, utilization) dan lintas tahapan 
waktu. Fungsi BULOG berkembang seiring 
tahapan implementasi roadmap yang dimulai dari 
reformasi kelembagaan (Tahap I), desentralisasi 
kapasitas (Tahap II), hingga integrasi sistem 
prediktif digital (Tahap III).

Pada Tahap I (2025–2027), BULOG berperan 
sebagai penguat fondasi logistik nasional melalui 
restrukturisasi model bisnis, pembangunan 
gudang pangan prioritas di wilayah 3T, serta 
integrasi awal dengan Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah (CPPD). Pada tahap ini, 
fungsi utama BULOG mencakup stabilisasi 
harga, pendistribusian bahan pokok, dan 
pembentukan baseline logistik berbasis wilayah. 
Peran ini memperkuat dimensi availability dan 
access, khususnya bagi populasi rentan dan 
wilayah rawan pangan (Setiadi et al. 2022; 
Badan Pangan Nasional, 2023). 

Pada Tahap II (2028–2032), BULOG 
memainkan peran sebagai integrator sistem 
logistik multilevel antara pusat dan daerah. 
Tugas ini mencakup harmonisasi distribusi 
pangan antardaerah, integrasi data pasokan 
dan konsumsi melalui sistem logistik pangan 
nasional, serta koordinasi pemanfaatan 
gudang regional dan pengelolaan cadangan 
multikomoditas. Peran ini menuntut kemampuan 
BULOG dalam menjalankan fungsi stability dan 
utilization, khususnya dalam konteks respons 
terhadap kerawanan pangan spasial serta 
dukungan terhadap program pangan bersubsidi  
yang lebih tepat sasaran (OECD, 2022).

Pada Tahap III (2033–2040), BULOG dituntut 
untuk mentransformasi diri menjadi pengelola 
sistem pangan prediktif berbasis data, dengan 
mengembangkan dashboard pangan nasional, 
sistem peringatan dini berbasis AI dan big 

data, serta berkolaborasi dengan fintech dan 
sektor teknologi untuk mendukung transparansi 
distribusi serta akuntabilitas logistik. Pada 
tahap ini, BULOG tidak lagi hanya berfungsi 
menyalurkan komoditas, melainkan juga 
menyediakan intelijen pangan strategis bagi 
pembuat kebijakan dan mitra distribusi.

Dengan peran lintas fase tersebut, BULOG 
diposisikan sebagai backbone kelembagaan 
yang menjamin keberlanjutan sistem pangan 
nasional. Ini sejalan dengan studi (FAO et al., 
2020; Clapp et al., 2022) yang menekankan 
pentingnya institusi logistik publik sebagai 
simpul distribusi dan stabilisasi dalam sistem 
pangan yang tangguh terhadap guncangan iklim 
dan geopolitik.

IV.	 KESIMPULAN 
Penelitian ini merumuskan sebuah 

model konseptual dan roadmap strategis 
ketahanan pangan nasional yang bersifat 
multidimensi, adaptif, dan terukur. Dengan 
mendasarkan kerangka pada empat dimensi 
ketahanan pangan FAO yaitu availability, 
access, utilization, dan stability, kajian ini 
menegaskan bahwa tantangan ketahanan 
pangan di Indonesia tidak dapat diselesaikan 
melalui pendekatan teknokratis yang sektoral 
dan linier. Sebaliknya, diperlukan  kerangka 
kelembagaan yang terintegrasi lintas sektor, 
lintas level pemerintahan, dan lintas pelaku. 
Dalam konteks ini, BULOG direposisikan bukan 
sekadar sebagai operator logistik, melainkan 
sebagai simpul kelembagaan strategis yang 
berperan lintas fase dan lintas fungsi: mulai 
dari stabilisasi distribusi pangan, pengelolaan 
cadangan multikomoditas, integrasi data spasial 
konsumsi, hingga pengembangan sistem 
pangan digital berbasis kecerdasan buatan.

Roadmap strategis yang dikembangkan 
dibagi antar tiga tahapan transformasi 
kelembagaan. Tahap pertama (2025–2027) 
berfokus pada reformasi fondasi dan penguatan 
logistik dasar, khususnya di wilayah 3T, melalui 
modernisasi sistem distribusi, penataan peran 
BULOG, dan penguatan cadangan pangan 
daerah. Tahap kedua (2028–2032) diarahkan 
pada desentralisasi kapasitas dan harmonisasi 
kebijakan antarskala pemerintahan, dengan 
prioritas pada sinkronisasi perencanaan pusat–
daerah, pembangunan gudang regional, serta 
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penguatan sistem pelaporan spasial. Tahap 
ketiga (2033–2040) menandai transisi menuju 
sistem pangan nasional yang proaktif dan 
antisipatif, melalui integrasi teknologi digital, 
sistem peringatan dini berbasis AI dan big 
data, serta pengembangan dashboard pangan 
nasional sebagai instrumen pengambilan keputusan 
berbasis bukti.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis 
penting dalam memperluas pendekatan 
ketahanan pangan yang selama ini 
terfragmentasi, dengan menawarkan model 
institusional yang mampu menjembatani 
logika teknis, spasial, dan politik dalam satu 
kesatuan sistem. Secara praktis, temuan ini 
menegaskan perlunya peningkatan kapasitas 
kelembagaan daerah, interoperabilitas sistem 
data lintas sektor, serta mekanisme evaluasi 
yang tidak bersifat administratif, melainkan 
berbasis bukti dan spasial. Berdasarkan itu, 
penelitian ini merekomendasikan empat langkah 
kebijakan utama: pertama, pembentukan unit 
koordinasi antar kementerian yang permanen 
dan memiliki mandat otoritatif untuk mengawal 
pelaksanaan roadmap; kedua, penguatan 
peran BULOG sebagai integrator logistik 
nasional dan pengelola sistem pangan prediktif; 
ketiga, pengembangan sistem monitoring dan 
evaluasi yang mengacu pada indikator FAO dan 
bersifat spasial serta partisipatif; dan keempat, 
pembentukan forum multipihak pangan nasional 
sebagai ruang deliberatif antara aktor pusat-
daerah, publik-swasta, serta kelompok produsen 
dan konsumen. Ke depan, pengujian empirik 
terhadap indikator dan skema kelembagaan 
yang telah dirumuskan perlu dilakukan pada level 
lokal untuk menilai kesenjangan implementasi, 
disertai pengembangan model skenario berbasis 
krisis untuk menguji ketahanan sistem pangan 
nasional terhadap guncangan iklim, geopolitik, 
dan disrupsi logistik global.
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